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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai seorang abdi masyarakat merupakan kewajiban bagi pelayan publik
untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kewajiban
adanya kesesuaian antara pelayanan publik yang diberikan dengan yang dibutuhkan
oleh masyarakat jelas tertuang dalam Undang — Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang
semestinya dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat (UU
Nomor 25 Tahun 2009, n.d.). Pemberian pelayanan publik pada prosesnya berdampak
pada aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah
memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam

menjalankan fungsi sebagai pemerintah.

Pada penerapannya yang ditemukan pada kehidupan bermasyarakat masih
ditemukan pelayanan yang berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sulit dipahami, sulit
dilaksanakan, tidak akurat, tidak transparan, tidak adil, birokratis, tidak profesional,
tidak akuntabel, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian
hukum, korupsi, kolusi, nepotisme, biaya tinggi, sentralistik, dan lemahnya kontrol
masyarakat (Wakhid, 2017). Fenomena yang terjadi ini tidak mencerminkan pelayanan

publik yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan adanya perkembangan pada era globalisasi sekarang yang
berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, termasuk juga sektor

pelayanan publik yang menuntut pelayan publik untuk memberikan pelayanan dengan



harus mengikuti perubahan. Sektor publik diharuskan memberikan pelayan publik
yang meninggalkan budaya birokrasi lama dan menciptakan solusi inovatif . Melihat
hal ini pelayan publik harus memiliki rasa tidak mudah puas untuk selalu berinovasi
agar memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas dan dapat
bersaing dalam inovasi di dunia global. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah

melakukan tindakan yaitu adanya reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tertuang dalam ROAD MAP Reformasi
Birokrasi 2020-2024 yang telah disusun, ada delapan area perubahan yang ingin
dicapai yakni (1) organisasi, (2) tatalaksana, (3) Peraturan Perundang — Undangan, (4)
Sumber Daya Manusia Aparatur, (5) Pengawasan, (6) Akuntabilitas, (7) Pelayanan
Publik, (8) Pola Pikir (mind set) dan budaya Kerja (culture set) aparatur (Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2020).
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu area pelayanan publik menjadi
salah satu prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa sangatlah penting untuk melakukan perubahan dalam area
pelayanan publik. Atas dasar keinginan melaksanakan reformasi birokrasi tersebut,
yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki pemberian layanan publik dari
tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk terciptanya pemerintahan

yang inovatif.

Pemerintahan inovatif atau innovative governance adalah suatu cara baru yang
menjadi terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rahman dan Tarigan, 2020).
Pelaksanaan Pemerintahan yang inovatif sangat diperlukan bagi pemerintah baik
tingkat pusat hingga pemerintahan daerah agar menghasilkan inovasi pelayanan publik

yang berdampak baik pada pelayanan publik yang diberikan. Pemerintahan yang



inovatif merupakan strategi agar terjadinya peningkatan inovasi pelayanan publik.
Strategi merupakan bentuk atau rencana dimana terjadi proses mengintegrasikan
tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu
organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh (Quinn 1999:10). Salah satu upaya untuk
mendorong terjadinya pemerintahan yang inovatif dalam area pelayanan publik yaitu
melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengeluarkan gerakan One Agency, One Innovation (Satu Institusi , Satu Inovasi)
yang bersifat wajib bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sebagai bentuk
dorongan dari kementerian untuk terciptanya terobosan inovasi dalam pelayanan

publik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota
Palembang (Bappeda Litbang) merupakan pembina inovasi yang ada di Kota
Palembang, adapun tugas dan fungsi yang dilakukan adalah untuk berfungsi
menghimpun seluruh inovasi yang ada di Kota Palembang dan melakukan pembinaan
terhadap seluruh inovasi yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah. Tetapi setiap
tahunnya di Kota Palembang, pelaksanaan one agency one innovation terus mengalami
penurunan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Penelitian dan

13

Pengembangan Kota Palembang inisial PD beliau menyampaikan “ ifu agak sulit ya,
memang kota - kota lain strict soal punishment kalau di kota lain misalnya ga ada
inovasi maka TPP OPD tersebut ditunda sampai dibuat inovasi ,tetapi dengan
pertimbangan satu dan lain hal Perwako kita tidak sekeras itu tapi hanya berisi juknis

2

untuk pengembangan inovasi dan untuk teguran via whatsapp saja ”. Hal ini juga
dapat dilihat dari pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau (Koin Yanlik)

di Kota Palembang yang ditujukan kepada seluruh perangkat daerah untuk wajib



mengirim satu inovasi ditemukan permasalahan yaitu rendahnya partisipasi
keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan unit layanan masyarakat untuk
menciptakan inovasi . Rendahnya keikutsertaan OPD dalam kompetisi Koin Yanlik
yang dalam artian menurunnya keinginan OPD untuk membuat inovasi. Hal ini
sangatlah disayangkan mengingat kompetisi ini dibuat dalam rangka mendukung
gerakan One Agency One Innovation yang seharusnya setiap OPD berupaya untuk
membuat inovasi di setiap tahunnya yang bersifat wajib , tetapi justru mengalami
penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui data rekapitulasi jumlah partisipasi peserta

Koin Yanlik.
Gambar 1. Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Peserta dan Proposal Inovasi Koin Yanlik
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Sumber : Rekapitulasi Koin Yanlik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Palembang , 2023

Dalam rekapitulasi partisipasi peserta Koin Yanlik, sangat jelas terlihat

terjadinya penurunan keikutsertaan OPD . Pada tahun 2020 terdapat 83 proposal



inovasi yang terdaftar untuk mengikuti Koin Yanlik, lalu pada tahun 2022 terjadi
penurunan menjadi 67 proposal inovasi dan pada Tahun 2023 yaitu 49 proposal
inovasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya penurunan pembuatan inovasi

pada Organisasi Perangkat Daerah ruang lingkup pemerintah Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah

1.Bagaimana innovative governance sebagai strategi inovasi pelayanan
publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan

Pengembangan Kota Palembang

2. Apasaja kendala innovative governance sebagai strategi inovasi pelayanan
publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan

Pengembangan Kota Palembang

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian tersebut, maka yang menjadi

tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan innovative governance sebagai strategi
inovasi pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang



2. Untuk mengetahui kendala innovative governance sebagai strategi inovasi
pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai innovative

governance sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, diharapkan menjadi masukan dan rujukan bagi instansi
terkait innovative governance sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Kota

Palembang

Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai
innovative governance sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Kota

Palembang

Bagi Akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas
pengetahuan terutama mengenai innovative governance sebagai strategi

inovasi pelayanan publik di Kota Palembang
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